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KATA SAMBUTAN
Sekretaris Jenderal DPR RI

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabaarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita
L | semua.

Dalam kesempatan Rapat Patipurna DPR RI pada hari
: selasa 2 Oktober 2018, BPK RI telah menyerahkan
"""'\ kepada DPR RI Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1
(IHPS I) Tahun 2018 dari 700 Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat,
pemermtah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya
yvang meliputi hasil pemeriksaan atas 652 laporan keuangan, 12 hasil

pemeriksaan kinerja, dan 36 hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
(PDTT).

Sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 23E ayat (3), hasil pemeriksaan
tersebut ditindaklanjuti oleh DPR RI dengan melakukan penelahaan dalam
mendorong akuntabilitas dan perbaikan pengelolaan keuangan negara. Hal
ini dilakukan DPR RI sebagai bentuk menjalankan fungsi pengawasan atas
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Untuk memperkuat referensi sekaligus memudahkan pemahaman
pembacaan IHPS I Tahun 2018, Badan Keahlian melalui Pusat Kajian
Akuntabilitas Keuangan Negara dalam memberikan dukungan pelaksanaan
fungsi pengawasan DPR, telah melakukan penelahaan terhadap temuan dan
permasalahan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan
Kementerian dan Lembaga (LKKL) untuk Tahun Anggaran 2017 yang
dikelompokkan sesuai Mitra kerja Komisi Dewan dari Komisi I sampai
dengan Komisi XI.

Demikianlah hal-hal yang dapat kami sajikan. Kami berharap hasil telahaan
ini dapat memberikan informasi kepada Pimpinan dan Anggota Komisi
DPR RI schingga dapat dijadikan acuan dasar dalam meminta



pertanggungjawaban pemerintah dan melakukan pengawasan terhadap
perkembangan tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK
tersebut, terutama terhadap tindak lanjut rekomendasi yang berstatus belum
selesai dan belum ditindaklanjuti.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian pimpinan dan anggota DPR
yang terhormat.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jakarta, Maret 2019

Indra\$kandar
NIP. 196611141997031001



KATA PENGANTAR
Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

uji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT,

karena berkat nikmat dan rahmat-Nya Pusat Kajian Akuntabilitas

Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI dapat
menyelesaikan buku Telaahan atas Laporan Keuangan Kementerian dan
Lembaga pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2018. Buku
disusun berbasis data hasil pemeriksaan BPK RI dan bertujuan untuk
memperkuat pengawasan DPR RI atas penggunaan keuangan negara.
Buku ini merupakan penelaahan atas Laporan Keuangan Kementerian
dan Lembaga (K/L) yang menjadi mitra ketja Komisi di DPR RI. Terkait
hal ini BPK memeriksa 86 ILaporan Keuangan Kementerian dan
Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
(LKBUN).

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa 79 LKKL dan 1 LKBUN
memperoleh opini WTP, 6 LKKIL memperoleh opini Wajar Dengan
Pengecualian (WDP) dan 2 LKKIL memperoleh opini Tidak Menyatakan
Pendapat. Atas perolehan opini LKKI pada 2017, BPK menjelaskan
bahwa terdapat kenaikan jumlah K/L dengan opini WTP dari 74 K/L
pada 2016 menjadi 80 K/L pada 2017. Peningkatan jumlah K/L dengan
opini WTP ini terjadi karena adanya perbaikan berupa:
1. Pembentukan Task Force penanganan piutang;
2. Perbaikan penyajian akun persediaan; dan
3. Dilakukannya penilaian Aset Tak Berwujud (ATB),
memperhitungkan beban amortisasi ATB Lainnya, dan
menyajikan ATB dan amortisasinya pada LK Tahun 2017.

Pada akhirnya kami berharap buku ini dapat bermanfaat untuk seluruh
Alat Kelengkapan Dewan DPR RI terutama komisi-komisi terkait dan
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI sebagai bahan
pembahasan saat Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan kunjungan



kerja komisi maupun perorangan. Atas kesalahan dan kekurangan pada
buku ini kami mengharapkan kritik dan masukan yang membangun
untuk perbaikan produk PKAKN kedepannya.

]alp rta, Maret 2019

NIP.196407191991031003
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TELAAHAN
ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK RI PADA
KEMENTERIAN/LEMBAGA MITRA KERJA KOMISI III

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2018 (IHPS 1 2018),
BPK mengungkap sebanyak 149 temuan dengan 373 rekomendasi pada
Mitra Kerja Komisi III yang membidangi Hukum, HAM, dan Keamanan.
Pengungkapan hasil pemeriksaan BPK atas temuan dan permasalahan
masing-masing Kementerian/Lembaga dapat dirinci sebagai berikut:

BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) BNN selama tiga
tahun berturut-turut sejak TA 2015 sampai dengan TA 2017 adalah Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan
status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada BNN untuk
Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017:

B
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Rekomendasi Ditindaklanjuti Ditindaklanjuti

2015 | | 2016 | | 2017 2015|2016 | | 2017 2015 | | 2016 | | 2017 2015 | | 2016 | | 2017

Telaahan dilakukan dengan membatasi pada beberapa temuan dan

permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:
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Sistem Pengendalian Intern

Pencatatan dan pemanfaatan Aset Tetap di Badan Narkotika

Nasional belum efektif (ZTemuan No. 1 atas Sistem Pengendalian atas
Penyusunan Aset dalam LHP SPI No. 21b/HP/XIV/05/2018 Hal. 3)

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK secara sampling atas aset tetap pada
BNN dan BNNP D.I.Yogyakarta diketahui beberapa permasalahan sebagai
berikut:

1. Pemanfaatan Aset Tetap di BNN berupa videotron belum efektif, satu
buah videotron senilai Rp1.140.377.700,00 pada BNNP DIY dan dua
buah videotron yang terletak di depan Kantor BNN tidak beroperasi.

2. Terdapat aset tetap yang berasal dari transfer masuk dari BNN Pusat
belum dilakukan pencatatan ke dalam SIMAK dan belum disajikan di
dalam Laporan Keuangan Tahun 2017 pada BNNP DIY.

3. Terdapat satu unit aset tetap berupa mesin printer 1600s Head 5113
waterbase 50/60 hz senilai Rp99.000.000,00 yang ditujukan untuk
melakukan pencetakan banner indoor sesuai dengan konten kampanye
BNN yang baru belum dimanfaatkan secara optimal.

Hal tersebut mengakibatkan tujuan pengadaan aset tetap untuk
mendukung program deputi pencegahan BNN untuk penyebarluasan
informasi dan edukasi tidak tercapai, informasi yang disajikan pada laporan
BMN tidak akurat dan tidak menggambarkan kondisi dan nilai aset yang
sebenarnya, dan tujuan pengadaan aset tetap untuk mendukung operasional
BNNP DIY tidak tercapai serta terindikasi pemborosan sebesar
Rp99.000.000,00. Hal ini terjadi karena BNN belum memiliki prosedur
standar terkait operasional videotron.

Berdasarkan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar
Kepala BNN memerintahkan Deputi Pencegahan segera membuat SOP
pengelolaan videotron untuk memaksimalkan pemanfataan pengadaan; dan
Kepala BNNP DIY melakukan pelatihan kepada pelaksana penatausahaan
dan pengelolaan aset di BNN untuk mempedomi ketentuan yang berlaku
dalam penyusunan laporan BMN khususnya tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan terkait akuntansi Aset Tetap.
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Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian atas Penyusunan Aset
1. Pencatatan dan pemanfaatan Aset Tetap di Badan Narkotika Nasional
belum efektif
2. Pencatatan dan pengelolaan Aset Lain-Lain di Badan Narkotika Nasional
belum efektif
3. Terdapat pencatatan atas akumulasi penyusutan atas Peralatan dan
Mesin yang belum sesuai dengan perhitungan yang seharusnya

Sistem Pengendalian atas Pendapatan

4. Pengelolaan atas penerimaan dari pendapatan sewa tanah, gedung dan
bangunan pada Balai Besar Rehabilitasi Sebesar Rp24,31 Juta tidak
sesuai ketentuan

Pencatatan dan pengelolaan Aset Lain-Lain di Badan Narkotika

Nasional belum efektif (Temuan No. 2 atas Sistem Pengendalian atas
Penyusunan Aset dalam LHP SPI No. 21b/HP/XIV/05/2018 Hal. 10)

Hasil pemeriksaan BPK secara uji petik pada satker-satker yang ada di
BNN diketahui:

1. Aset Lain-lain berupa aset tetap dan aset tak berwujud yang tidak
digunakan dalam operasional pemerintahan belum diusulkan untuk
dilakukan penghapusan pada satker Puslidatin, Balai Besar Rehabilitasi
BNN (Babes Rehab) Lido, dan BNNP D.I Yogyakarta.

2. Terdapat 1 buah laptop senilai Rp11.164.450,00 yang pada saat
dilakukan cek fisik di gudang belum bisa ditemukan. Hal ini terjadi
katena penatausahaan/penyimpanan aset yang masih belum tertata
rapi, penyimpanan aset belum dipisahkan posisi/letaknya per satker,
dan masih tercampur dengan dokumen-dokumen yang tidak
digunakan, sehingga menyulitkan ketika mencari aset yang dimaksud.

Hal tersebut mengakibatkan saldo Aset Tak Berwujud yang ada belum
menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan kondisi BMN menjadi
terbengkalai, rusak, dan berpotensi hilang. Hal ini terjadi karena lemahnya
pengendalian Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dalam
penatausahaan dan pengawasan barang milik negara.

Berdasarkan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar
Kepala BNN memerintahkan masing-masing Satker berkoordinasi dengan
Pusat Kajian AKN | 3



Inspektorat Utama agar melakukan inventarisasi barang rusak berat dan
mengajukan usulan penghapusannya dan memerintahkan Pengguna Barang
dan Kuasa Pengguna Barang meningkatkan pengendalian dalam
penatausahaan dan pengawasan barang milik negara.

Terdapat pencatatan akumulasi penyusutan atas Peralatan dan Mesin

yang belum sesuai dengan perhitungan yang seharusnya (Temuan No.
3 atas Sistem Pengendalian atas Penyusunan Aset dalam LHP SPI No.
21b/HP/XIV/05/2018 Hal. 17)

Balai Besar Rchabilitasi Badan Narkotika Nasional (Balai Besar
Rehabilitasi BNN) menyajikan akumulasi penyusutan aset tetap per 31
Desember 2017 sebesar Rp49.962.062.197,00. Berdasarkan hasil uji petik
terhadap akumulasi penyusutan peralatan dan mesin, diketahui hal-hal
berikut:

1. Terdapat perhitungan total akumulasi penyusutan s.d 31 Desember
2017 yang belum sesuai antara perhitungan secara manual dengan yang
disajikan di laporan penyusutan dengan selisih sebesar Rp3.336.047,50.

2. Terdapat nilai buku yang bernilai negatif sebesar (Rp137.500,00) karena
akumulasi penyusutan lebih besar dari nilai/harga perolehannya.

Berdasarkan keterangan dari petugas SIMAK BMN Balai Besar
Rehabilitasi BNN, perhitungan tersebut diperoleh dari aplikasi SIMAK
BMN.

Hal tersebut mengakibatkan saldo akumulasi penyusutan belum
menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena aplikasi
SIMAK BMN yang belum mengakomodir koreksi akumulasi penyusutan
secara manual. BPK merekomendasikan agar Kepala BNN memerintahkan
seluruh jajaran pelaksana SIMAK BMN pada seluruh satker BNN untuk
melakukan koordinasi dengan Kemeterian Keuangan untuk aplikasi SIMAK

BMN agar mengakomodasi koreksi akumulasi penyusutan secara manual.
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Kepatuhan atas Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pelaksanaan tiga kontrak belanja modal pada Biro Umum Settama
BNN dan Deputi Rehabilitasi BNN TA 2017 lebih bayar sebesar

Rp890,12 juta (Temuan No. 1 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan No.
21c/HP/XIV/05/2018 Hal. 3)

Pada Tahun 2017, Biro Umum Settama BNN dan Direktorat Penguatan
Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah (PLRIP) Deputi Bidang
Rehabilitasi BNN  merealisasikan belanja modal antara lain untuk
pembangunan pekerjaan fisik tahap 1I Pusat Laboratorium BNN TA 2017,
pembangunan fisik tahap III asrama personil dan sarana multifungsi satwa
anjing dan pengadaan pengembangan fasilitas Balai Besar (Babes)
Rehabilitasi  BNN Lido berupa pembangunan pagar Babes Lido.
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, diketahui terdapat kekurangan volume
pekerjaan sebesar Rp890.120.537,71 yang tejadi pada:

1. Peketjaan pembangunan fisik tahap Il Pusat Laboratorium Narkotika
BNN TA 2017 terdapat kekurangan volume pekerjaan antara lain
pekerjaan finishing engineering door, pekerjaan elektrikal, pekerjaan
instalasi air, pekerjaan armatur dan peketjaan kolam resapan sebesar
Rp100.833.850,20

2. Pekerjaan pembangunan fisik tahap III Asrama Personil dan Sarana
Multifungsi Satwa Anjing BNN TA 2017 kekurangan volume pekerjaan
sebesar Rp169.942.933,23.

3. Pekerjaan pembangunan pagar Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido
terdapat kekurangan volume pekerjaan antara lain pekerjaan pagar
panel beton (msystem dusaspun), pekerjaan pagar besi (kawat
expended mesh), pekerjaan pasangan pondasi batu kali, plesteran dan
pengecatan (sloop, kolom dan beton) sebesar Rp619.343.754,28

Hal tersebut disebabkan PPK dhi. Kepala Biro Umum Settama BNN
dan Direktur PLRIP Deputi Bidang Rehabilitasi BNN kurang optimal dalam
melaksanakan pengawasan pelaksanaan pekerjaan pada satker yang
dipimpinnya dan Tim PPHP tidak optimal melakukan pemeriksaan

penerimaan hasil pekerjaan serta pengawasan pekerjaan fisik di lapangan.
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Terdapat pekerjaan pada lima kontrak Belanja Modal pada Biro
Umum Settama BNN dan Deputi Pemberantasan tetlambat dan
belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp18,504 juta serta

hutang untuk Tahun Anggaran 2018 Sebesar Rp1,59 miliar (Temuan No.
2 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan No. 21c/HP/XIV/05/2018 Hal. 7)

Pada Tahun 2017, Biro Umum Settama BNN dan Direktorat PLRIP
Deputi Bidang Rehabilitasi BNN merealisasikan belanja modal antara lain
untuk pembangunan pekerjaan fisik tahap II Pusat Laboratorium BNN TA
2017 dan pekerjaan pengembangan fasilitas Balai Besar (Babes) serta loka
rehabilitasi BNN di Lido, Deli Serdang, Batam dan Baddoka Makassar.

Terdapat beberapa permasalahan atas pelaksanaan pekerjaan tersebut, yaitu:

1. Pembangunan gedung IPAL Pusat Laboratorium Narkotika BNN
terlambat 80 hari dan dikenakan denda keterlambatan sebesar
Rp4.096.000,00 (80 hr x 1%o0 x Rp51.200.000,00).

2. Pekerjaan pengembangan fasilitas Babes Rehabilitasi Lido terlambat
selama 23 hari dan dikenakan denda sebesar Rp9.406.945,45 (23 hari x
1%0 x Rp408.997.628,50). Pelaksana pekerjaan telah melakukan
penyetoran pada 10 januari 2018 sebesar Rp680.529,00 sehingga sisa
belum dikenakan denda sebesar Rp8.726.416,45 (Rp9.406.945,45 -
Rp680.529,00). Selain itu Pada bulan Desember 2017 PPK mengajukan
pembayaran retensi sebesar Rp680.528.500,00 yaitu 5% dari kontrak
sebesar Rp13.610.570.000,00. Pengajuan retensi tersebut ditolak oleh
KPPN dengan penjelasan validasi invoice gagal resume tagihan/SPM
pernah di-upload.

3. Pemeliharaan gedung dan halaman Balai Rehabilitasi Deli Serdang
Sumatera Utara terlambat selama 32 hari dan belum dikenakan denda
sebesar Rp511.060,00 (32 hari x 1%0 x Rp15.970.655,00). Pada bulan
Desember 2017 PPK  mengajukan  pembayaran  sebesar
Rp798.532.751,00 yaitu 100% dari kontrak, namun pengajuan
pembayaran ditolak KPPN karena jenis SPM nya seharusnya adalah
SPM LS kontraktual.

4. Pembayaran termin IV sebesar Rp117.323.147,00 pada pekerjaan
pengembangan fasilitas Loka Rehabilitasi BNN Batam ditolak oleh
KPPN dengan penjelasan validasi invoice gagal resume tagihan/SPM
pernah di upload. Kemudian PPK memberitahukan kepada rekanan
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bahwa terjadi penolakan pembayaran dan PPK membuat surat
pernyataan kesanggupan membayar. Sampai dengan tanggal 5 April
2018 belum ada pembayaran termin IV tersebut.

5. Pengadaan pengembangan fasilitas Balai Rehabilitasi BNN Baddoka
Makassar terlambat selama 20 hari dan telah dikenakan denda kepada
pelaksana pekerjaan sebesar Rp5.170.680,00 (20 hari x 1% x
Rp258.534.000,00). Pelaksana pekerjaan telah menyetorkan ke kas
negara pada tanggal 20 Maret 2018 dan juga melakukan penyetoran
sebesar Rp18.593.800,00 atas pekerjaan yang tidak dilaksanakan.

Sehingga pekerjaan yang belum dibayar sebesar Rp1.596.384.398,00
(Rp680.528.500,00 + Rp798.532.751,00 + Rp117.323.147,00) yang menjadi
hutang pada Tahun Anggaran 2018. Atas kewajiban sebesar
Rp1.596.384.398,00 sudah dilakukan koreksi penambahan hutang pada
laporan keuangan.

Hal tersebut mengakibatkan negara belum dapat menerima denda
keterlambatan sebesar Rp18,50 juta dan mempunyai hutang sebesar Rp1,59
miliar atas pekerjaan yang belum dibayar serta pengenaan denda tidak dapat
diyakini karena tidak berdasarkan pengujian nilai fungsi yang telah
dikerjakan hanya berdasarkan sisa pekerjaan. Hal tersebut disebabkan PPK
lalai belum mengenakan sanksi denda keterlambatan dan menetapkan dasar
pengenaan denda hanya dari sisa pekerjaan serta Pejabat Penguji SPM
(PPSPM) dan PPK lalai dalam mengajukan pembayaran ke KPPN schingga
terjadi penolakan pembayaran.

Pihak BNN telah membayar hutang sebesar Rp1.479.061.251,00 pada
tanggal 6 April 2018. Sisa hutang sebesar Rp117.323.148,00 belum terbayar
dan atas pengenaan denda tersebut pelaksana pekerjaan telah menyetorkan
ke kas negara sebesar Rp8.601.080,00 yaitu sebesar Rp5.170.680,00 tanggal
20 Maret 2018 dan sebesar Rp3.430.400,00 tanggal 26 April 2018. Sedangkan
pelaksana pekerjaan lainnya menyatakan bersedia segera membayarkan
denda keterlambatan ke rekening kas negara sebesar Rp9.903.076,45
(Rp18.504.156,45 - Rp8.601.080,00).

Pusat Kajian AKN | 17



Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala BNN
diantaranya agar memerintahkan Deputi Rehabilitasi BNN untuk membayar
hutang sebesar Rp117.323.148,00; dan menegur dan memerintahkan PPK
untuk menarik dan menyetorkan ke kas negara atas denda sebesar
Rp9.903.076,45.

Temuan Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-
undangan

Belanja

1. Pelaksanaan tiga kontrak Belanja Modal pada Biro Umum Settama
BNN dan Deputi Rehabilitasi BNN TA 2017 lebih bayar sebesar
Rp890,12 juta

2. Terdapat pekerjaan pada lima kontrak Belanja Modal pada Biro
Umum Settama BNN dan Deputi Pemberantasan terlambat dan
belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp18,504 juta
serta hutang untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1,59 miliar

3. Sebagian pekerjaan pengadaan Back End Monitoring Center
Informasi Intelijen Direktorat Intelijen Deputi Bidang
Pemberantasan BNN TA 2017 diselesaikan Tahun 2018 namun
anggaran belum tersedia di Tahun 2018

4. Penganggaran dan pembayaran honorarium kegiatan Survei
Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi Tahun 2017
melebihi standar biaya masukan tertinggi sebesar Rp56,52 juta dan
kurang penetapan PPh 21 sebesar Rp32,96 juta

5. Realisasi Belanja sebesar Rp156,17 juta atas Fasilitasi Kegiatan
Kelompok Penggiat Anti Narkoba pada Deputi Pemberdayaan
Masyarakat tidak diyakini kewajarannya

6. Kelebihan pembayaran Pengadaan Makanan dan Snack Residen
sebesar Rp41,076 juta dan kekurangan pemotongan Pajak Penghasilan
sebesar Rp7,91 juta

7. Pengadaan Obat Matkes dan Reagensia pada Balai Besar Rehabilitasi
BNN tidak sesuai ketentuan

Aset

8. Pengamanan dan pemanfaatan atas Aset Tetap berupa tanah yang
diperoleh dari Barang Rampasan belum maksimal
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Sebagian peketjaan pengadaan Back End Monitoring Center
Informasi  Intelijen  Direktorat Intelijen Deputi Bidang
Pemberantasan BNN TA 2017 diselesaikan Tahun Anggaran 2018

namun anggaran belum tersedia di Tahun 2018 (Temuan No. 3 atas
Belanja dalam LHP Kepatuhan No. 21c/HP/XIV/05/2018 Hal. 11)

Pada Tahun 2017, Direktorat Intelijen Deputi Bidang Pemberantasan
BNN melaksanakan Pengadaan Back End Monitoring Center Informasi
Intelijen Direktorat Intelijen Deputi Bidang Pemberantasan BNN sebesar
Rp89.917.500.000,00. Pekerjaan dilaksanakan oleh PT MWM dan
dilaksanakan dalam jangka waktu selama 70 hari. Untuk mendukung
pekerjaan  tersebut, BNN telah membuat MoU dengan 10 operator
telekomunikasi pada 12 Juni 2014. Salah satu isinya, kewenangan
permohonan penyambungan fasilitas telekomunikasi pada perangkat BNN
dilaksanakan oleh BNN sehingga pengurusan ijin pemasangan dilakukan dan
diberikan kepada BNN oleh operator. Pihak pelaksana atau rekanan hanya
menunggu izin yang diberikan operator kepada BNN. Dari sepuluh operator
tersebut hanya sebanyak lima operator yang melakukan dukungan
pelaksanaan penyambungan koneksi pengadaan back end MC tahun 2017.
Operator tersebut adalah Telkomsel, XL Axiata, Indosat Ooredoo,
Smartfren, dan 3.

Pada pekerjaan tersebut terjadi keterlambatan karena adanya kendala
teknis penyambungan ke operator. PPK memberikan kesempatan untuk
menyelesaikan  selama 50 hari dan mengenakan denda sebesar
Rp13.487.625.000,00. Pekerjaan selesai 100% 5 Februari 2018. Sampai
pemeriksaan BPK tanggal 5 April 2018, sisa pekerjaan sebesar 15% atau
sebesar Rp13.487.625.000,00 belum dibayar dan belum tersedia anggaran
pembayaran dan KPA belum menyediakan anggaran atas pekerjaan yang
dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya (T.A. 2018). Hal tersebut
mengakibatkan negara mempunyai hutang sebesar Rp13,48 miliar atas
pekerjaan yang sudah diterima dan dimanfaatkan di tahun 2018 namun
belum dibayar. Hal tersebut disebabkan PPK lalai tidak mempercepat
penyambungan koneksi kepada semua operator yang dipetjanjikan dan KPA
lalai tidak melaksanakan langkah-langkah akhir tahun atas pekerjaan yang

akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.
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Berdasarkan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala
BNN agar menegur Deputi Bidang Pemberantasan BNN selaku KPA untuk
segera memproses pembayaran ke penyedia sebesar Rp13.487.625.000,00

Penganggaran dan pembayaran honorarium kegiatan survei nasional
penyalahgunaan narkoba di 34 provinsi tahun 2017 melebihi standar
biaya masukan tertinggi sebesar Rp56,52 juta dan kurang penetapan

PPh 21 sebesar Rp32,96 Juta (Temuan No. 4 atas Belanja dalam LHP
Kepatuhan No. 21c/HP/XIV/05/2018 Hal.19)

Pada Tahun 2017, Puslidatin BNN mengadakan Kegiatan Survei
Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi. Kegiatan tersebut
berkerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Ul (PPKUI). Berdasarkan
pemeriksaan BPK, terdapat permasalahan honorarium yang dianggarkan
dan direalisasikan menggunakan besaran honorarium yang diberikan kepada
pejabat fungsional peneliti/perekayasa, namun dibayarkan kepada personil
yang menduduki jabatan struktural/non fungsional peneliti. Pembayaran
honorarium tersebut melebihi SBM TA 2017 sebesar Rp56.525.775,00
setelah dipotong PPh 21. Selain itu terdapat permasalahan pembayaran
honorarium yang belum dikenakan PPh 21 oleh PPKUI sebesar
Rp32.963.000,00.

Kedua permasalahn tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran
honorarium yang melebihi SBM sebesar Rp56,52 juta dan kurangan
penerimaan negara berupa PPh 21 sebesar Rp32,96 juta. Hal tersebut
disebabkan KPA tidak cermat dalam menganggarkan biaya satuan
honorarium kegiatan Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34
Provinsi Tahun 2017 dan PPSPM tidak cermat dalam melakukan verifikasi
dan pengujian atas tagihan dan perhitungan pengenaan pajaknya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Kepala Puslidatin selaku PPK telah
menyetorkan kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp56.525.775,00
dan menyetorkan kekurangan pengenaan PPh 21 sebesar Rp32.963.000,0 ke
kas negara pada tanggal 16 April 2018.
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BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) BNPT selama tiga
tahun berturut-turut sejak TA 2015 sampai dengan TA 2017 adalah Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan
status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada BNPT
untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017:

m
T 5 6

Rekomendasi
33
: ! 7 }
Sesiiai Rekomendasi Belum Sesu:\{ . .Belum o Tx.d:\k Dap.at :
Rekomendasi Ditindaklanjuti Ditindaklanjuti

2015 | | 2016 | | 2017 2015 | | 2016 | | 2017 2015 | | 2016 | | 2017 2015 || 2016 | | 2017

Telaahan dilakukan dengan membatasi pada beberapa temuan dan

permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Belanja
1. Proses verifikasi dokumen Realisasi Belanja untuk Laporan Keuangan

belum sepenuhnya memadai
Sistem Pengendalian Aset
2. Penatausahaan Barang Milik Negara di BNPT belum tertib
3. Aset Tetap dari pengadaan Belanja Barang belum dikapitalisasi
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Proses verifikasi dokumen realisasi belanja untuk Laporan Keuangan

belum sepenuhnya memadai (Temuan No. 1 atas Sistem Pengendalian Belanja
dalam LHP SPI No. 13b/HP/XIV/05/2018 Hal. 3)

Pada  temuan  tersebut  terdapat  permasalahan  dokumen
pertanggungjawaban kurang dapat diyakini kebenarannya atas sisa dana yang
disetor ke kas negara sebesar Rp44.346.364,00. Selain itu atas bukti
pertanggungjawaban sebesar Rp228.295.000,00 yang lebih besar dari nilai
SP2D-nya; dan atas pembelian uang tiket ke LN untuk satu orang pelaksana
kegiatan yang batal melaksanakan perjalanan dinas sebesar Rp58.621.200,00
namun tidak terdapat refund atas pembelian uang tiket tersebut.

Permasalahan lain pada temuan tersebut adalah adanya kelebihan
pencairan dana honor output kegiatan untuk satu bulan sebesar
Rp26.850.000,00; pengembalian belanja tahun 2017 yang disetor pada tahun
2018 sebesar Rp14.470.000,00 tidak dapat ditelusuri asal belanjanya serta
ketidakjelasan pengembalian belanja tahun 2017 yang baru dilakukan
penyetoran pada tahun 2018 sebesar Rp1.7 18.979.068,00

Hal tersebut disebabkan PPK dan PPSPM belum melaksanakan
pengujian atas RAB kegiatan yang diajukan oleh pelaksana secara memadai,
Kasubbag Akuntansi dan Verifikasi tidak melakukan verifikasi secara
optimal atas dokumen pertanggungjawaban keuangan, pelaksana kurang
cermat dalam menyusun pertanggungjawaban kegiatan, dan belum ada SOP
yang mengatur tentang prosedur rinci atas pelaksanaan verifikasi dokumen

pertanggungjawaban belanja.

Berdasarkan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada
Kepala BNPT melalui Sestama BNPT agar menyetorkan kelebihan
pencairan dana honor output kegiatan sebesar Rp26.850.000,00 ke kas
negara, menyusun SOP tentang prosedur rinci atas pelaksanaan verifikasi
pertanggungjawaban keuangan, dan PPK membuat daftar monitoring dan
melaksanakan pengujian atas dokumen pertanggungjawaban yang telah
disampaikan.
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Penatausahaan Barang Milik Negara di BNPT belum tertib (Temuan
No. 1 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI No. 13b/HP/XIV/05/2018
Hal. 15)

Pada temuan tersebut, BPK mengungkap beberapa permasalahan terkait
Barang Milik Negara. Permasalahan pertama adalah terdapat BMN yang
belum ditetapkan status penggunaannya senilai Rp404.031.383.364,00 yang
sampai April 2018 belum diajukan usulan penetapan status penggunaannya.
Permasalahan kedua terdapat BMN yang tercatat dalam Aset Lain-lain
berupa software, aset tak berwujud lainnya serta satu kendaraan karena rusak
berat yang sudah dihentikan penggunaannya sejak tahun 2016 senilai
Rp278.378.943,00 yang belum diajukan usulan penghapusan.

Permasalahan lain dalam temuan diatas terdapat BMN yang sudah
diserahkan kepada Badan Pusat Statistik senilai Rp209.000.000,00 namun
status penggunaanya belum dialihkan. Permasalahan terakhir berupa Daftar
Barang Ruangan (DBR) yang belum di-#pdate dan tidak ada label barang
pada beberapa item barang pengadaan baru. Permasalahan-permasalahan
tersebut mengakibatkan belum ada kejelasan status penggunaan atas BMN
senilai Rp404,03 miliar dan BMN yang sudah diserahkan ke Badan Pusat
Statistik senilai Rp43,98 juta. Hal tersebut disebabkan Pengguna Barang
belum optimal melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap
pengelolaan dan penatausahaan BMN, dan pemindahan BMN pada ruang
kerja yang tidak dilaporkan dan dicatat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada
Kepala BNPT melalui Sestama BNPT agar mengajukan usulan status
penggunaan BMN senilai Rp404.031.383.364,00 dan alih status penggunaan
BMN yang sudah diserahkan ke entitas lain (BPS) senilai Rp43.983.500,00
ke Kementerian Keuangan; melakukan inventarisasi aset yang rusak berat
dan menyampaikan proses penghapusan BMN sesuai ketentuan yang
berlaku; dan melakukan koordinasi dengan satker pemberi BMN terkait
pengalihan status BMN.
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Aset Tetap dari pengadaan Belanja Barang belum dikapitalisasi
(Temuan No. 2 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI No.
13b/HP/XIV/05/2018 Hal. 19)

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK secara uji petik atas dokumen
realisasi belanja barang dan belanja modal, terdapat dua permasalahan.
Permasalahan pertama adalah pengadaan aset tetap pada pekerjaan renovasi
yang belum dilakukan kapitalisasi ke dalam aset tetap senilai
Rp339.666.800,00. Permasalahn kedua adalah terdapat kesalahan
pengklasifikasian Aset Tetap senilai Rp493.114.138,00, yang seharusnya
masuk ke dalam akun Peralatan dan Mesin namun dicatat tidak terpisah dari
akun Gedung dan Bangunan. Barang tersebut berupa lemari, meja, dan kursi
yang berasal dari pekerjaan renovasi gedung dan bangunan. Permasalahan
kesalahan pengklasifikasian disebabkan peng-input-an data BMN didasarkan
hanya pada nilai kontrak secara keseluruhan bukan per item barang
terlampir.

Kondisi tersebut mengakibatkan pencatatan aset tetap tidak dapat
dilakukan secara optimal. Berdasarkan permasalahan tersebut, BPK
merekomendasikan kepada Kepala BNPT melalui Sestama BNPT agar
menegur petugas SIMAK BMN yang kurang memahami penatausahaan
BMN dan belum sepenuhnya memahami ketentuan terkait kapitalisasi
belanja barang.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-
undangan

1. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda sebesar
Rp140,15 juta

2. Pengenaan Pajak atas beberapa kegiatan pada Deputi |, Il, dan IlI tidak
sesuai ketentuan

3. Terdapat kurang volume, ketidaksesuaian spesifikasi, dan pemborosan
pada pekerjaan Pengadaan Sistem Knowledge Management dan Big
Data TA 2017
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Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Belum Dikenakan Denda

Sebesar Rp140,15 juta (Temuan No. 1 dalam LHP Kepatuhan No.
13¢/HP/XIV/05/2018 Hal. 3)

Anggaran Belanja BNPT TA 2017 adalah sebesar Rp724.959.368.000,
diantaranya sebesar Rp239.122.132.000,00 dianggarkan sebagai Belanja
Modal dan telah direalisasikan sebesar Rp238.102.672.192,00. Salah satu
belanja modal direalisasikan untuk pengadaan Alat Modulasi Taktis.
Pekerjaan pengadaan tersebut dilakukan oleh PT MWM yg ditetapkan
sebagai pemenang lelang. Dalam kontrak, pekerjaan dilakukan dalam jangka
waktu 85 hari dengan nilai Rp11.679.800.000,00 berupa 2 (dua) unit alat
modulasi taktis dan 2 (dua) unit laptop ruggedized series yang berasal dari
